BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 2772.4/v!/ TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
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Mengingat

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektifitas

kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunana Jangka
Panjang Daerah, dipandang perlu melibatkan Tenaga Ahli
dalam penyusunan Naskah Akademik dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menunjuk Tenaga Ahli yang mempunyai
keahlian dalam penyusunan Naskah Akademik RPJPD;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemcerintahan Dacrah  (Lembaran Ncgara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4889);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 1);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3

Tahun 2010 tantang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat @ Daerah (Lembaran Daerah  Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 47) sebagaimana telah diubah  beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

Sclayar Nomor 9 Tahun 2023 tcntang Pcrubahan Kcdua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);

15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);
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MEMUTUSKAN :

: Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045, sebagaimana tercantum dalam = Lampiran
Keputusan ini.

. Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

mempunyai tugas :
a. menyiapkan, mengolah dan merumuskan Naskah

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
dan

b. melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
Kepulauan Selayar.

: Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Selayar

. Segala biaya yang timbul schubungan ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2024.



KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal & Juni 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

-

MUH. BASLI ALI

Tembusan :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bagian Hukum Setda di Benteng,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 2%%.a /V1 / TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
RENCANA
PANJANG

NASKAH
PEMBANGUNAN

AKADEMIK
JANGKA

DAERAH TAHUN 2025-2045

TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

NO. NAMA JABATAN KET.
1. | Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S. Guru Besar Ekologi
Birokrasi pada Fakultas
IImu Sosial dan Ilmu
Politik, UNCEN.
2. | Dr. Ir. A. Masyahoro Paellu, | Ketua PKSPL Fak.
M.Si. Peternakan Dan Perikanan
Universitas Tadulako Palu.
3. | Andi Tenri Tappu, S.H.,M.H. Perancang Peraturan

Perundang-undangan Ahli
Muda Biro Hukum Setda
Prov. Sul Sel.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI




